PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR *% TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
pelaksanaan sub urusan bangunan gedung, serta
penataan bangunan dan lngkungannya (cipta karya)
mengalami perubahan;

bahwa perubahan pelaksanaan sub urusan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b memberikan pengaruh terhadap
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu perlfu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
perlu  menetapkan  Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan [Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negala Republik
Indonesia Nomor 1106);
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun" '20'02 ‘i:entang::_;:’;:_:__
Bangunan Gedung (Lembaran Negal‘a Repubhk Indonesza.'s-._’:_f;
Tahun 2002 Nomor 134, ’I‘ambahan Lembaraﬁ Negamf.:f:' L
Republik Indonesia Nomor 4247); T s
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenta:ag Penataan i
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun'_-*f_'.'_"f.__. Sty
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4726); R

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur_;f s
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun - .=
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega:ra Repubhk_zj Gt
Indonesia Nomor 5494}; _ Sl _:__ i
Undang-Undang = Nomor = 23 T&hun”'"?ﬂ'iiéi f:entangffﬁ':f'f-'_-'"" e
Pemerintahaﬁ’ ' Daerah (Lembaran Negara Repubhk}

Negara Republik Indonesm Nomor 5587) sebaga:iman
telah diubah beberapa kali dan terakmr dengan Undaﬂg-" :
Undang Nomor 11 Tahun 2020 teﬂta:ag C1pta Ker_;a:ff.:__:_
(Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm;.
Nomor 6573); ' : : :

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberil
Daya  Air (Lembaraﬂ Nega:a Repubhk Indonesxa Tahunf
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaz:-m Negeaa Repubhk};;
Indonesia Nomor 6405); :

Peraturan Petherintah . Nomor 2’7 Tahun 1991 tentang:
Rawa (Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 199

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
Indonesia Nomor 3441); o - :

Peraturan Pemermtah Nomm 35 Tahun -.5;1991 'teniang.
Sungai (Lembaran’ Negara Repubhk Indon :'f |
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara':Repﬁbhk-
Indonesia Nomor 34 45); -

Peraturan Pemerintah Nomor' 18 Tahun 2016 tentang'ff
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone&af :
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesza Nomor 5887") sebagazmana telah:
diubah dengan Fe1aturan Pemermtah Nomor 72 Tahun;
2019 tentang Perubahan Atas Peraiuran Peme 1'11tah"
Nomor 18 Tah‘un 2016 ten’zang Perangkat Daelah-
(Lembaran Nega:{a Repubhk 1ndor1331a Tahun 2019 Nomox-
187, Tambahan I.embaran Negam Repubhk Indonesata?

LTty

Nom()r 0402);
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Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Ix_ahmantan Barat.

2. Pemermtahan Daerah adalah’ penyelenggaraan urusan pemermtahan oleh

yang menjadi kewenangan Provmsz Kahmantan Barat
4. Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat :
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretarzs Daera% Provm q'

11

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang‘:ﬁi_'-:f”}r_..{_
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembalan ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan;,'_ﬁ_._-335f_ S
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 6037).
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah i
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan'_'__ e
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mana‘]emen;_
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk'}_._-
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambah&n Lembaran-;",-_g.
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); ' e

Peraturan Daerah Nomor 8. ’I‘ahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ‘Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan?
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan' Lembaran Daera,h:
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir: dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentaﬂg Pezubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 _-tentang
Pembentukan dan Susuhan Perangkat Daerah Provi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah’ Prov:tns:{ _
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembarem Daerah‘
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5)"' e

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  GUBERNUR - TENTANG KEDUDUKA
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F UNGSI SERTA 'I‘ATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:
PROVINSI KALIMANTAN BARA’F

BAB1 _
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

imantan Barat:
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10.

11.

12,

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

“df

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana . urusaﬂ.-:'_
pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan mang ' '

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataem Ruang'
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan tekms operaszonal o

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan -
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. o -

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaiah plofesz ‘bagz'?__:.::.'- (e
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per;anjian kerj]a yang S i

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutriva disebut Pegawaz ASN'-.:' )

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjlan:___ :
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan dzserahi tugas -

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lanmya dan':.'. ST

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalahi Warga negara : | ok 'E
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN f".:: SR
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukl 3abata11}.ﬁf S

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan -yaﬁgf.befi:ﬁ -:fiirigsi_ff’daii{-__-"'- T
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adiministrasi jjé*méi"ilﬁ'ia}a'éiri' S

dan pembangunan,

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatani':_-'.';::._'

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bemm fung31 dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yanv berciasarkan pada‘ R

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan i o

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,

Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas a:iz""yaitu semua a’iﬁf

yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah; ttzdak ’ce1I:rx.asule:;i'f::i
dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan airlaut yang .

berada di darat, sumber air dan daya air yang terkandung dzdaiamnya

Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyeienggarakan u1*usan-_'.'_..-"_:'._'_':_
Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan 1uang, perencanaaﬂ-_z: R
tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendahan S

pemanfaatan ruang.

Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan: yaitu prasarana R
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk: bmﬁgmmﬁzﬁ T
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi-lalu lintas yangﬁ:_. e
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air kecuah jalan ke}:etai R

api, jalan lori dan jalan kabel.

Cipta Karya adalah suatu bidang yang menvelenggarakan tugas dan e
pembinaan dalam penataan dan perencanaan kemp‘takaryaan penataanf_j S
bangunan dan lingkungan serta penyediaan  Air Minum daﬂ Penyehatan

Lingkungan.

Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pembmaan yang dﬂakukan

Pemerintah Daerah bagl penyedia jasa, pengguna jasa dan ii“i&&y&?&k&t
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BAB 11
KEDUDUKAN
Paszsal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan -
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 1II
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan =
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pei‘riban’tuan' di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peratman e

perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dmas '

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan-penataan 'ruang'; o

b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, mpta karya o

penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga c1pta karya :;.}.
penataan ruang dan bina jasa konstruksi; :

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, 'biﬂa :
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa k::)nsirukm sesuay. '

ketentuan peraturan perundang-undangan; _
e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina =
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi; '

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya ‘air, bma'::
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi; 8

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistemn Akuntabilitas Iﬁnerga Instansz: .

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

1. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang dlbemkan oleh'”
Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan - ruang sesuaz S

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Cipta Karya;
Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi; dan
Unit Pelaksana Teknis;

{2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampn"an yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

a
b
c
d. Bidang Bina Marga;
e
f
g

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 _ayé@t (1 huluf a, s o |
mempunyai tugas memimpin, merumiskan, mengoordinasikan, membma FAEE

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegzatan i

dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan’ ruang dan' e '.

bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepa}a' g

Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan peﬁa‘taaii"mahg; SRR

b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, c&pta karya T
penataan ruang dan bina jasa konstruksi; :

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya :—m, bma ma:ga czpta )
karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketemuan e

peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Smnber daya an bma o

marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

e. pembinaan dan mengarahkan keg1atan di bidang sumber dava air, bma-
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstrukm '

f.  pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 11ngkungan Dmas

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi blrokras:t, '_ o
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’ (SAKIP) dan_. pelayanan_:_'{ RS

publik di lingkungan Dinas;
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h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di =~
bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina
jasa konstruksi; _ o

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga;, mpta karya,
penataan ruang dan bina jasa konstruksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaail wmuim
dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan _
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b d1p1mpm' ._ .
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan ber iaﬂggung}awab kepada"”

Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dl'
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan ST
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin peiaksanaan selumh keg1a’i:an

pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretamat-'_”_ F s

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan "

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di b1dang rencana kezja," S I3

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta E{euangala dan aset

¢. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja momtormg c‘ian' : R

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di - bxc‘ta,ng Tericana k:er_]a ey
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta kevangan dan aset d1'3-:--_ A

lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundmlg—undangan,

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di- badana rencana I{erja,'- B
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangam dan asei d1 S

lingkungan Dinas;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana keif;a d1 Imgkungan S :_ .

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem: Akuntabihtasi- e
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}, dan pelayanan pubhk d1 11ngkungaﬁ:--'f-'

Dinas;
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k.

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud S
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul- dan mengolah S
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evalua31 serta R )

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 di lingkungan
sekretariat; :

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan R

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dlserahkan oieh e

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang—umdaﬁgan

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi ©
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mas1ng~masmg d1p1mpm I g
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bez‘ada di bawah dan";--’ e

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub';-' -

Pasal 13

Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungs1

&,

b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana 1(@1321 Momtonng dan’_' : i

BEvaluasi,

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keabljakaﬁ d1 bidaﬁg
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di hngkungan Dmas :

pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerj ja, momtomng dan

evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundaﬂg—undangan, B

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan - tugas dan fung51 dl o

lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsz dl fe

bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasn

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Su’b_ﬁ_i |

Bagian Rencana Ketja, Monitoring dan Evaluasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris: be1kenaan dengan S

tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana ker;aa momtoung dan.
evaluasi; T :
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 'Iapomn 'tei‘hadép'

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana: ker_}a, o

monitoring dan evaluasi; dan

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monltormg dan evaluas1 L
yang diserahkan oleh sekretaris. - '

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam P’asal 11 ayat B S
{1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebgakan di e
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai =

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dajam Pasal 14 Sub' Sl

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur o |

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakm1 d1 bzdanfr-_-'_-'_._-_ i

umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas . dan fungm di {f:-::_.:- o

lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungs1 di bldang'_j_ ':..:_:__ '

umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan apa:iatur sesuai ketentaan =
peraturan perundang-undangan; :

f. pengendalian dan pengawasan terhadap peial«:sanaan tugas pada Sub_'
Bagian Umum dan Aparatur; _ o

0

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekre‘imas berkenaan dengan_"_ Chimiiiny

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan: la.p01an terhadap-f_'-_ ': '_

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan’ aparamr, dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang d1serahkan_'-_:}_":_ ! :

oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah baha:a kebuakan d:i_--'_"'f SRR
bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan I{eglatan sesua1'- 5;_ S o

dengan tugas dan fungsinya.

BARG PERANGHAT DAERAH
I’iUi{UB’S PEMREANARSA

S R A

ASISTEN T gEEoa b o




-10 -

Pagal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di hidéiig E '

keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di L
lingkungan sekretariat; '

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bzdang
keuangan dan aset;

. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengem'. |
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan moniforing, evaluasi dan penyusunan }apm‘an terhadap o
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang’ diserahkan oleh -
sekretaris. '

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 'aya’t: (1)"humf | ﬁ' o
c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada d1 bawah daﬂ

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merlyiapkan bahan dan S .
merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya:? o

air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta .

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan admlmstraS1 d1

bidang sumber daya air.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; Bidanw o
Sumber Daya Air mempunyai fungsi ;

a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebz}akem teknis 'dz b1ciang_-:.

pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa serta -
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; :

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan 3ar11‘1ga11 e

sumber daya air, zrlgasa dan rawa, serta pengelolaan dan: pemanfaaian =
wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan
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Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air sebageumema ciunaksud e 4
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah SR

_11_

pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber
daya air di Provinsi Kalimantan Barat;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangai;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangaii;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan -
tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya . air,
irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; _ _
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya - -

air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah e

sungai; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangai.

Pasal 21
Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud da}am Pasa}_ 18 |
membawahi :

a. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
b. SeksiIrigasi dan Rawa; dan

c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seora:ng Kepala o : Ry
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab- kepada Kepaia Bzdangﬁf : A

Sumber Daya Air.

Pasal 22

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber

daya air, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sestai dengan tugas dan B

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seks; e

Pasal 23

Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai fungsz

a.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Jarmgan Sumber Daya* o
Air; :

HARO PERANGHEAT DAERAH
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Seksi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal- 21 avat {1 ) humf e
b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan- perumusan kebljakem BRI S
teknis di bidang irigasi dan rawa, serta mengendalikan peiaksanaan keg1atan_:;. il

-12 -

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusaﬁ kebijakén teknis di - -

bidang pengembangan jaringan sumber daya air;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan -jér:'mgan

sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan prasarana .
jaringan sumber daya air;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di -

bidang pengembangan jaringan sumber daya air;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bida;hg 'bérkeiiaén;'-_--_- '

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan 'j'ai"ingan 'Siimber_jdaya g
air; ' '

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Iapmarx terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan Jarmgan ‘sumber -

daya air; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan jaringan sumber daya air - |
yang diserahkan oleh Kepala Bidang. ' e

Pasal 24

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud - daiam Pasal 24 Seksz-
Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi : - L

a.
b.

h.

penyusunan rencana kerja Seksi Irigasi dan Rawa;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan telxms d1"'..r:;_._:“':'_ﬂ e

bidang irigasi dan rawa;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 1mgas1 dem rawa sesua:f___ ERSEE ]

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang iﬁgfasi:d'ah 'raW'é;' .

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fuﬁgsz dl b1dang

irigasi dan rawa;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kEpala b1 dang berkenaan [ S

dengan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadapf;_f:_:-

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa; dan =

pelaksanaan fungsi lain di bidang irigasi dan rawa yang dlserahkan oleh'f:’; S

Kepala Bidang.
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Pasal 26

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai sebagaimaha dimaksud = -

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢, mempunyal tugas mergumpul dan memgolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan :

wilayah sungai, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas’ cian o

fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi N

Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaa‘caﬂ Wﬂayah
Sungai; '

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan. kebljakm‘x tekms di-z
bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; - -

c. pelaksanaan wurusan pemerintahan di  bidang pengeiclaan dan .

pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan pera‘turan pemnda_ngﬁ:
undangan,; -~

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang péﬂg*elolaan- :._('ia_i'l o

pemanfaatan wilayah sungai;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan’ fungsz di b1dang

pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaanf S

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemaﬂfaatan mlayah i
sungai; o

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan iaporam terhadap ;'_
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan. pemanfaatal‘l"_3'.'- -

wilayah sungai; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan dan pemaﬂfaaian miayah.:_' e

sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 28

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 4, i
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan bertanggung s

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dam memmuskan S

kebijjakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan -.

jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rel{onsﬁ"ukm -

jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh keglataﬂ S

pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.
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Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang -
Bina Marga mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Bina Marga,; .
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan

dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan .
jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan
pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan,

pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentusan N -

peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah -daerah di .
bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan. jembatan, "
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan :
dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di "bida'n_"g S |
perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan N
jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembat'an;".' L
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung& dic
bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan Jembatan,ﬂ :
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi _]&1&1‘1 -

dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap _;pelaksanaan' e

tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan

jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan '__dan o
rekonstruksi jalan dan jembatan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas -berk_en’aéh'
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis =
jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan .

rekonstruksi jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bzdang bma
marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sec')rang. Kepala s B

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Bina Marga.
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Pasal 32

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan - sebaga_zmana S
dimaksud dalam Pasal 31 ayat {1} huruf &, mempunyai tugss. mengumpul dan -
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan -

teknis jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi R

Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis'
Jalan dan Jembatan; :

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebgakan tekms d1 o

bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan 3embatan,

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pefnbinaairi e S
teknis jalan dan jembatan sesuai ketentuan peramran perundang—_-- -

undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang peréﬁé'&ﬁae@i' __da:n
pembinaan teknis jalan dan jembatan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 d;'

bidang perencanaan dan pembinaan teknis galaﬂ dan Jembatan

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada. kepala bzda:rzg ¥:mer1~.emaa:a"'_'_E

dengan tugas dan fungsi di bidang perencansan dan pembmaan te]«:ms” i
jalan dan jembatan; :

¥

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan }aporan telhadapf. e

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembmaan'--;'rj.:__;""- _'3 _ ':é

teknis jalan dan jembatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan pembmaan tekms S

jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dzmaksud dalam Pasai' Cie
31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan :mengoiah bahan 5
kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan _}@Hlbatail,_ Serta_

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsmya

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 34 Seksr:'-__: :

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan J enibatmz

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan: keb:g}akan tekms dz

bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
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pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan jalan dan
jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala
terhadap jalan dan jembatan, serta pelaksanaan koordinasi dengan
Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan
jembatan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan . -

dengan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan
jembatan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan sebagajmaﬁa o
dimaksud dalam Pasal 31 ayat {1} huruf ¢, mempunyai tugas m_é}%lgumpul dan .
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi -

jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan - -

tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Seks:l'
Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan mempunyai fung31

a.

b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Rekonstr uksi Ja}an E
dan Jembatan;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembaﬁgunén dan -

rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan
rekonstruksi jalan dan jembatan; '

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan funﬁsl ai |

bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan; .

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan o S

dan jembatan;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1&136}:‘511‘ t.'erhéid'ap |
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruk51
jalan dan jembatan; dan '

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan rekensﬁukm 3alan

dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Cipta Karya

Pasal 38

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 'av.a't“-_( i)'._humf e, R
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang Dberada dl bawah"ﬁ dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan 7 : L
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bzdaﬂg pendataan dan‘_._;:_ | . ___
perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lmgkungan air mmum dan' _ L
penyehatan lingkungan, serta bertanggungjawab memimpin seiuruh Keglatan G

pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Bldand' -

Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;

b. penyiapan bahan dan’perumusan kebjjakan teknis dz bzda_ng pendataan_'_. : o
dan perencanaan cipta karya, penataan bangunem da:n Img}{ungan azr:_ -:i_-'f"-;

minum dan penyehatan lingkungan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di b1dang pendataan dan
perencanaan cipta karya, penataan bangunan dam lmgkungan ‘air mmum:, s
dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan pera‘iﬂran perundanga_:ﬁ:_ o

undangan,;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah daerah di':’:f__ L ._
bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan c’ia:n G
lingkungan, air minum dan penyehatan hngkungaﬂ sesueu ketentuan;__:__.:__ T

peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas daﬁ fungs: d1 bldang L
pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan’ bmlguﬂan cian’:;'i- i

lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataem-b&ngﬁnan dan - |

lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, .
penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan  penyehatan
lingkungan; ' -

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta:

karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan .

lingkungan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang elpta”... o

karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawam
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya;
b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. _ o
{2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala :

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang g

Cipta Karya.

Pagal 42

Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat {1} huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan zﬁ@ﬂgbiagi'ﬁ&an S

kebijakan teknis di hidang pendataan dan perencanaan bidang cipta’ karya'

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ‘tugas ‘dan SO

fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 42 SekSl -
Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Kaﬁfa' o

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebtgakan tekms di E L

bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya; _ R
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan’ perencanaaﬂ o
bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang .pendataan ._d'a'fi
perencanaan bidang cipta karva;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz dl f:_ : S .

bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya; .
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f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan 'bidang
cipta karya;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 'i:erhadapf--

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan _ :

bidang cipta karya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan perencanaan bidang
cipta karya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan -

kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan .1irig'1{ungaﬁ;3.-serta-
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan ftugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Seks1 __:
Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan ngkungan

b. pengumpulan, pengeclahan bahan dan perumusan keblgakan iekms di.: o

bidang penataan bangunan dan lingkungan;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan daﬁ.@ |
lingkungan dalam hal menyelenggarakan pembangunan - gedung -

pemerintah dan penataan kawasan lingkungan, kawasan pemerm‘tahan
dan rumah Negara, infrastruktur kawasan bersejarah ddn Iziignangann}a' g
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunarl dan | _' > -

lingkungan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsz di b:{dang
penataan bangunan dan lingkungan; -

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bzdang berkenaan'; o

dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan linglcungan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan ter‘hada'p_ g R
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan- dan'.ﬁ'f R

lingkungan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan hngkungan'
yvang diserahkan oleh Kepala Bidang. :

Pasal 46

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana d1maksud dalam' S

Pasal 41 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan =
kebijjakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lmgkungan serta :
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan- fungsmva '
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Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi ‘Air |
Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang air minum dan penyehatan lingkungan;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang air minum dan penyehatan :
lingkungan yang mencakup pengembangan sistem pengelolaan air limbah :

domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang air minum dan penyehatan -

lingkungan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air
minum dan penyehatan lingkungan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan; _

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penvehatan”. '

lingkungan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang air minum dan penyehatan }mgkungan o
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi .
Pasal 48

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagai'maha 'dilﬁaksud"'
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang yang.
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunj'ra'i' fuga's-._-- -
menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan ‘dan peiaksanaan = )
kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan: pengendaizan i :
pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi, seria bertanggung;awab o E
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang. penataan BRI

ruang dan bina jasa konstruksi,
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Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang
Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan program kerja Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa
Konstruksi;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan
ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa -
konstruksi;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa

konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangu o

undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bid'ant'f

penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, seria-.i____.

bina jasa konstruksi;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 di
bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan =
ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangm e

undangan,;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terh’a’cia'p' pélaksa;naaﬁ'-;'i

tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dar' pcngendah&n-_' PSR

pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkeﬂaan'-

dengan tugas dan fungs1 di bidang penataaﬂ ruang, pengawasan dan: S S

pelaksanaan fung31 lain yang dlberzkan oleh Kepala D:{l‘laS di bzciamg " .
penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai keten“cuan peraturan' i

perundang-undangan.

Pasal 51

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaxmana dimaksud' S
dalam Pasal 48, membawahi : _ -

a. Seksi Penataan Ruang;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, _dan L

c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala'. o -
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala B1dang AR

Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.
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Pasal 52

Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang
penataan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi
Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Ruang;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang penataan ruang;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan ruang;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang penataan ruang;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan ruang yang diserahkan oieh _ |
Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan B

mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendal1an :

pemanfaatan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai deng&m_
tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi |
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian -
Pemanfaatan Ruang;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebjjakan teknis di
bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan < dan

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan pemndang- :
undangan;
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pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang peéngawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungs,i d1 b1dang R

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang be1kenaa1i -
dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendahan
pemanfaatan ruang;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 'terha'da'p' -
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendahan .
pemanfaatan ruang; dan :

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan daﬁ pengendaham R

pemanfaatan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang. -

Pasal 56

Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan neszak 0 ‘c@}:ms-, SR
di bhidang bina jasa konstruksi, serta mengendalikan pelaksanazm kegzatan R

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P&sal 56 Seksz S

Pasal 57

Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a.
b.

(1)

penyusunan rencana kerja Seksi Bina Jasa Kcnstrukm, .

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan tekms di-_:'.

bidang bina jasa konstruksi;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina Jasa konstruksz sesual -'
ketentuan peraturan perundang-undangan; : :

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina i Jasa konstmkm

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsx dx bidang"?:_'”‘""” '

bina jasa konstruksi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepa}a Bidang berkenaan';"- e

dengan tugas dan fungsi di bidang bina jasa kenstrukSI, E

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadapz : :'

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstmksz dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang bina jasa konstruksi yang dlserahkan Gl

oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 5 ayat (1)'1"

huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms Operaslonal_'-z:’ i

atau kegiatan teknig penunjang Dinas.
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(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat ..

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan :
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnva sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan

fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan ..
peraturan perundang-undangan.

(3} Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan i
peraturan perundang-undangarn.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN -
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. -

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. _ '

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat =
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangnundaﬁgan; e

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 62

(1) Pengangkatan melalm penyetaraan Jabatan’.

(3) Rincian tugas da.n fungsn kooxdmasz tugas tambahan_-_
kegiatan Koordmator Ke}ompok Jabatan Fungsmnai =
dimaksud pada’ aya't ( )y dlatur leblh lanjut dengan =1
Perangkat Daezah sesuau ketemuan peratuian pemndarig' ndanga

: BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagzan Kesa‘tu

Tata Kexj;a
Pasai 63

(1) Kepala Dinas wajib melaksamakan tugas memnnpm membm
mengendalikan, mengarahkan dan membel‘;k&a petun_}u kerja kepada
bawahannya. S R R

undangan.

Bagmn Kedua

Lapcran
Pasai 64

(1) Kepala Dinas Wajlb menyampmkan Iaporan pelaksanaan__ tugasnya
memberikan pengelasan kepada. Gubelnur m'ela}mf'f Sekr"_ alis_
perihal keszakan yan g ditetapkan o -

ketentuan peraturan perundang~undangan
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(3)

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN Vang.?:_' o :
melaksanakan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :' SRR TN
Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjmag beium ada‘.}_'_ S
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Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi 'kebijakan .y'ang .
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya,.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas dlte“tapkan oleh 5_
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertancrgung;'awab di 'bidéﬁg SN

organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi ‘é,erhadap penaiaan o
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan '

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama da},am kegzatan-if:i

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan pelatui"an & o

perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar-seliir:uh' Pejabat - o
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman - pada ketentuan: -

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemhr Nomfii‘ i
100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi =

Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Nomor 100} sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan . g

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas - .
Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan =
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan i
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah  Provinsi . |
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 74) serta segala ketentuan yang =~ -
mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubetrnur ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlalku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan Peratuz an.

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Rerita Daerah PIOVIHSI I_
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontiané;i{.' L
pada tanggal - b { g aﬁ P
yg GUBERNUR KALIMANTAN BARAT g

¥ SUTARMIDJT

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal [ s 74720
SEKRETARIS DAERAH
PROVINI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

ot

BERITA DAERAH PROVINST KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR %%
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